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PRAKATA PENGUKUHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assaalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang 
saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke-
hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya 
sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan ber-
sama-sama hadir pada acara orasi ilmiah Pengukuhan Profesor 
Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala ke
rendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan 
judul:

“MENGELOLA KERAGAMAN AGAMA 
DI RUANG PUBLIK: 

TANTANGAN PEMBANGUNAN NEGARA 
BANGSA INDONESIA”
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I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dibangun di atas landasan persatuan dan 
harmoni sosial dengan mosaik keragaman etnik dan agama di 
dalamnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi referensi 
nilai utama dalam mengelola keragaman. Kenyataannya, me
ngelola kemajemukan tidak hanya cukup mengandalkan jargon 
atau menampilkan simbol-simbol etnik-kedaerahan dalam kon-
teks ritual atau seremonial, seperti peragaan busana daerah dari 
34 provinsi pada peringatan hari kemerdekaan, hari Kartini, dan 
hari-hari bersejarah lainnya. Namun, bukan berarti kebanggaan 
pada kebinekaan nusantara dalam simbol-simbol eksternal atau 
penampilan luar ini tidak penting. Sebagai penanda identitas, 
kehadiran mereka pada momen budaya guna memeriahkan sua-
sana dan menggelorakan semangat persatuan di atas kemaje
mukan sangat penting maknanya. Akan tetapi, sejauh manakah 
kebanggaan dan perayaan akan kemajemukan dengan identitas 
etnik-kedaerahan tersebut juga mengejawantah dalam perilaku 
nyata sehari-hari, khususnya dalam hubungan antaranak bang-
sa? Mengapa di beberapa wilayah tertentu di Indonesia aksi-aksi 
yang merusak kebinekaan dan persatuan semacam pengeboman 
gereja, pembakaran dan penyegelan masjid Ahmadiyah, dan 
perusakan vihara masih marak terjadi? Mengapa permusuhan 
antaretnik dan kerusuhan yang sarat artikulasi keagamaan ma-
sih mewarnai dinamika hubungan sosial dalam masyarakat plu-
ral? Kasus Aceh-Singkil1,2, Tolikara3,4, Tanjung Balai-Sumatra 
Utara5, Maluku6,7, Poso8,9,10, dan Papua11 membuktikan rentan
nya persatuan yang dibangun di atas kebinekaan. Rentetan ke-
kerasan yang menampakkan disharmoni dalam hubungan an-
tarsuku, antaragama, serta antara penduduk asli dan pendatang 
(migran) jelas membuktikan bahwa mengelola kebinekaan tidak 
cukup hanya melalui semboyan indah bhinneka tunggal ika dan Bu

ku
 in

i t
id

ak
 d

ip
er

ju
al

be
lik

an
.



2

peragaan simbol-simbol kultural (cultural display) saja. Bangsa 
Indonesia masih menghadapi masalah krusial dalam hal mem-
bumikan kebinekaan di dalam relasi-relasi sosial nyata baik di 
tingkat hubungan antarindividu maupun antarkelompok. An-
caman disharmoni dan disintegrasi lantaran perbedaan merupa-
kan gejala serba hadir (ubiquitous), baik manifes maupun laten 
dalam masyarakat majemuk.

Potensi konflik dalam masyarakat heterogen bukan hanya 
terjadi antaragama saja, tetapi juga dalam hubungan intraagama, 
yakni antarkelompok seagama yang berbeda penafsiran ajaran. 
Antara Muslim-sinkretik yang mempertahankan adat leluhur di 
samping Islam berhadapan dengan kelompok Muslim yang le
bih puritan. Misalnya, seperti Muslim abangan vis-a-vis santri12, 
Wetu Telu vis-a-vis Waktu Lima13,14,15,16. Kajian yang dilaku-
kan Wazir-Jahan Karim di Malaysia17 dan oleh Maunati dan 
Rositasari tentang Muslim Cham di Kamboja18 memperlihatkan 
bahwa kaum Muslim sinkretik berhadapan dengan kaum puritan 
yang menampakkan wajah Islam yang lebih fundamental, 
kurang toleran terhadap nilai-nilai lokal-tradisional yang dipan-
dang tidak selaras (incompatible) dengan Islam. Kemajemukan 
wajah Islam Indonesia juga terlihat dari berkembangnya ber
bagai aliran, yakni kelompok Sunni yang merupakan mayoritas 
dominan yang jumlah penganutnya terbesar di Indonesia, dan 
kelompok sektarian yang masuk dalam kategori minoritas, se
perti Ahmadiyah, Syi’ah, dan pengikut agama lokal19,20,21,22. 

Di Asia Tenggara dan Asia Timur pluralitas etnik dan agama 
menghasilkan dilema hubungan mayoritas dan minoritas yang 
berkembang menjadi perjuangan memisahkan diri dan tuntutan 
kemerdekaan seperti Muslim Patani di Thailand23,24; Bangsa 
Moro Filipina25,26,27; Rohingya di Myanmar28; OPM di Papua29,30; 
GAM di Aceh31; serta Mongol32, Tibet, dan Uyghur di Cina. 
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Harmoni dan disharmoni merupakan dua kutub ekstrem yang 
mewarnai dinamika hubungan intraagama dan antar etnik-aga
ma, dalam relasi antara mayoritas dan minoritas di tingkat lokal 
maupun regional.

Kemajemukan membelah dan menempatkan masyarakat 
dalam kategori mayoritas dan minoritas. Persekusi, diskrimina-
si, dan marginalisasi yang dialami Ahmadiyah33 dan Syiah34 di 
Indonesia serta Rohingya di Myanmar35,36,37 memberi gambaran 
wajah minoritas Indonesia yang menyedihkan (sad picture). Wa-
cana akademik tentang minoritas pun banyak didominasi oleh 
gambaran yang memprihatinkan, karenanya patut dibela dan 
diperjuangkan kesetaraannya38,39. Namun, gambaran ini bukanlah 
satu-satunya representasi wajah minoritas di Indonesia. Bebe
rapa kelompok minoritas tertentu di Indonesia menempati posisi 
relatif menguntungkan. Mereka menikmati keminoritasannya 
dalam hubungan dengan mayoritas tanpa tekanan dan paksaan. 
Kajian ini berusaha mencermati sisi lain dari wajah minoritas 
Indonesia yang bisa hidup berdampingan dalam koeksistensi 
damai dengan mayoritas, seperti halnya minoritas Hindu-Bali di 
Lombok40, minoritas Muslim India di Malaysia41, dan minoritas 
Sindhi42—komunitas diaspora India di Indonesia. Mereka justru 
diuntungkan dengan posisi keminoritasannya dengan memben-
tuk jaringan perdagangan yang menghubungkan tempat mereka 
bermigrasi (new homeland), Malaysia dan Indonesia, dengan 
tanah asalnya atau leluhurnya (ancestral land), India. Studi ini 
melihat minoritas dalam dua wajah yang berbeda, yaitu minori-
tas yang memiliki posisi kurang menguntungkan (disadvantage 
position) dan minoritas yang relatif mempunyai posisi mengun-
tungkan (advantage position). 
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II. SINKRETISME DAN GERAKAN  
PEMURNIAN AGAMA

Pengakuan resmi pemerintah atas pluralitas agama di Indone-
sia hanya terbatas pada enam agama besar saja (Islam, Kristen, 
Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu), namun tidak bagi aga
ma lokal dan sekte-sekte (Ahmadiyah dan Syiah) yang diang-
gap menyimpang dari Islam. Agama lokal adalah kepercayaan 
warisan leluhur yang lebih dulu berkembang secara turun-temu
run, jauh sebelum kedatangan Islam. Tradisi nenek moyang 
yang bersinergi dengan Islam menghasilkan sinkretisasi keaga
maan, misalnya komunitas adat 'Wetu Telu' di Lombok, dan 'Is-
lam Abangan' di Jawa. 

Awal Islamisasi ditandai dengan tidak adanya batasan yang 
tegas dan jelas (unclear religious boundary) antara Islam dan 
kepercayaan pra-Islam yang dikodifikasikan ke dalam adat is-
tiadat43. Cees van Dijk44 menyebutkan: “Ketika Islam tersebar di 
Indonesia, Islam dihadapkan pada struktur sosial yang kompleks 
dan kepercayaan yang mengakar kuat. Islam menjadi agama 
resmi masyarakat-masyarakat ini, tetapi tidak terbukti mudah 
untuk menggeser kepercayaan dan kebiasaan lama.”

	 Perbedaan penafsiran dalam menyerap Islam dan do-
mestifikasi Islam ke dalam struktur sosial, dan kultur setempat 
menyumbang keragaman wajah Islam Indonesia45, sebagaimana 
pernyataan berikut. “... Islam di Indonesia sejak awal berinter-
aksi dengan konteks lokal untuk menghasilkan pelbagai variasi 
dalam kehidupan sosial, politik, dan agama. Kesatuan Islam 
yang ditekankan para pengikutnya ditunjukkan dengan baik di 
Indonesia, demikian juga keanekaragaman lokal yang telah ba
nyak membantu memberikan sejarah Islam dan sejarah Indonesia 
dengan berbagai dinamika yang menjadi ciri khas keduanya.”46. 
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Meskipun prinsip dasar universal yang tertulis dalam Al-
Qur’an dan Hadis tidak menunjukkan perbedaan dengan Islam 
di tempat lain, domestifikasi Islam ke dalam setting sosiokul-
tural yang spesifik, sampai batas tertentu, memberikan kontri-
busi signifikan terhadap pluralitas fenomena kehidupan Islam 
Indonesia47. Islamisasi di Indonesia, bukan semata-mata proses 
mengadopsi nilai-nilai eksternal, tetapi juga menempuh adaptasi 
dengan nilai-nilai internal (budaya lokal). Islam menjadi identi-
tas lokal yang ikut mewarnai dan diwarnai oleh kultur spesifik 
masyarakat setempat48.

Komunitas-komunitas Muslim yang bertahan dengan adat 
istiadat mereka, seperti Wetu Telu di Lombok dan Suku Baduy 
dengan ajaran Sunda Wiwitan49 di Banten kerap menjadi sasaran 
utama gerakan kembali pada kemurnian Al-Qur’an dan Hadis 
dengan anjuran meninggalkan bagian-bagian dari kepercayaan 
adat yang tidak selaras dengan Islam. Gerakan dakwah adalah 
upaya untuk membebaskan masyarakat Muslim dari segala 
macam ekspresi budaya lokal yang dianggap tidak relevan de
ngan Islam. Dalam pandangan Muslim Sasak, adat beteken kon 
syari’at, syari’at beteken kon Kitabullah sareng sunnah (adat 
bersandar pada syariat, dan syariat bersandarkan Kitab Allah 
dan sunnah). Merujuk dikotomi Redfield, Islam bisa dikatakan 
sebagai Great Tradition (Tradisi Besar) sementara kepercayaan 
adat setempat adalah Little Tradition (Tradisi Kecil)50. Selaras 
dengan ini, Hefner51 berpendapat bahwa adat karena diciptakan 
oleh manusia, tidak bisa mengatasi atau menandingi Islam 
yang diturunkan berdasarkan wahyu Ilahi. Studi Hefner tentang 
masyarakat Tengger di Jawa Timur menegaskan: “Bagi Muslim 
modern, adat memiliki posisi yang lebih rendah dari agama, cip-
taan manusia tidak dapat melampaui wahyu Allah.” Adat sebagai 
sesuatu yang dibangun manusia haruslah berkiblat ke agama 
wahyu (Islam), dan yang tidak sesuai dengan Islam harus di
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tinggalkan. Ini menjadi dasar mengapa para Tuan Guru, pencetus 
perubahan dan pembaharuan, berhadapan dengan pemuka adat. 
Dalam pandangan Tuan Guru hanya adat-adat yang menopang 
dan mempertegas syariat yang patut dan layak dipertahankan. 
Misalnya mengenakan selewok (sarung panjang), baju koko 
untuk menutup aurat, dan berpeci bila ke masjid. Begitu juga 
dengan adat besalaman (jabat tangan), betabik bila melewati 
orang yang duduk di bawah, dan besilak (mempersilakan lebih 
dulu) adalah bagian muamalah untuk menghormati dan berhik-
mat pada sesama.

Sebagian komunitas adat Wetu Telu Lombok belum mau 
mengubah keyakinan dan praktik adat istiadat, meskipun Tuan 
Guru dan pengikutnya mengembangkan program-program 
pengentasan kemiskinan, pemberantasan buta huruf melalui 
pendidikan cuma-cuma, membantu proyek air bersih, dan peng-
hijauan. Mereka menghadapi penolakan kuat dari fungsionaris 
adat yang menjadi ujung tombak pelestarian budaya Wetu Telu. 
Bertahannya komunitas adat Wetu Telu membuktikan kuatnya 
pengaruh turun-temurun dari tokoh-tokoh adat di tengah ge-
lombang re-islamisasi dan modernisasi. Ini memberi alasan dan 
motivasi kuat bagi juru dakwah untuk meneguhkan misi mereka. 
Pada hakikatnya gerakan dakwah memang merupakan proses 
sambung-sinambung yang dikembangkan di sepanjang mata 
rantai keilmuan dan keulamaan (sanad).
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III. DAMPAK MULTITAFSIR AJARAN: PERSEKUSI, 
PENGUNGSI, DAN KONTROL ATAS RUANG 

PUBLIK 

Keragaman wajah Muslim Indonesia bukan hanya ditandai oleh 
percampuran Islam dengan ragam varian tradisi lokal, melain-
kan juga oleh multitafsir ajarannya. Tidak adanya interpretasi 
tunggal (monolitik) dari ajaran Islam, di antaranya, tecermin 
dari berkembangnya berbagai ormas-ormas Islam dengan per-
bedaan hilafiah, semisal NU, Muhammadiyah, HTI, Al Irsyad, 
Salafi, dan Jamaah Tabligh. 

Ajaran tentang siapa yang dianggap sebagai nabi dan 
rasul terakhir melahirkan konflik penafsiran antara mayoritas 
Sunni dan Ahmadiyah. Kelompok pertama meyakini finalitas 
Muhammad, yang berarti tidak ada lagi utusan Tuhan setelah 
Rasulullah Muhammad (laa nabiya ba’da). Beliau Muhammad 
saw. diyakini sebagai penutup para nabi (khotamun nabiyyin). 
Sebaliknya, Ahmadiyah memercayai bahwa pasca-Rasulullah 
Muhammad saw., pintu kenabian tetap terbuka yang bermak-
na ada nabi lain setelah Rasulullah. Mirza Ghulam Ahmad 
dipercaya sebagai nabi dzili (silhoette atau bayangan dari Nabi 
Muhammad) yang tidak membawa syariat baru, tetapi hanya 
melanjutkan syariat (yang diwahyukan pada) Nabi Muhammad. 
Tipologi kenabian menurut versi Ahmadiyah mendorong diter-
bitkannya fatwa sesat oleh Rabithah al Islami yang diikuti oleh 
MUI Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti SK Bupati Lombok 
Barat Nomor 35 Tahun 2001 yang melarang penyebaran ajaran 
Ahmadiyah52.

Klimaks dari klaim kesesatan yang dilegitimasi dengan 
fatwa adalah serial kekerasan yang berakhir dengan terusirnya 
Ahmadi dari wilayah tinggal, dan terpaksa menetap di pengung-
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sian sampai waktu yang tidak ditentukan. Kekerasan sosial yang 
sarat artikulasi keagamaan juga dialami Syiah Sampang-Madura 
yang sampai kini terpaksa harus menetap di asrama Puspo Agro, 
Sidoarjo, sebagai tempat pengungsian yang diberikan oleh 
Pemda Jatim. Belum terwujudnya rencana relokasi setelah masa 
pengungsian yang relatif panjang bagi Ahmadiyah di asrama 
Transito Mataram-NTB (2006-2021) dan Syiah di Wisma Je-
muno, Sidoarjo-Jawa Timur (2012-2021) memperkuat kesan 
'pembiaran' di lokasi pengungsian dan menjadikannya sebagai 
katup penyelamat (safety valve) untuk mencegah berulangnya 
konflik fisik di tanah asal53. 

Pengusiran minoritas agama adalah artikulasi klaim kebe-
naran ke dalam setting geografis. Ruang fisik dimaknai secara 
keagamaan, kelompok arus utama (mainstream) memonopoli 
teritorial atas dasar keyakinan beragama dengan memperton-
tonkan sikap tidak sudi berbagi ruang hidup dengan mereka 
yang dianggap “sesat dan menyesatkan”. Klaim teritorial men-
jadi semacam mekanisme pertahanan identitas kelompok arus 
utama. Memelihara lingkungan tempat tinggal dari infiltrasi 
ajaran Ahmadiyah dan Syiah menjadi alasan utama pengusiran 
dan pelarangan pengungsi dari kedua sekte minoritas ini kemba-
li ke kampung halaman sebelum bertobat. Kekhawatiran bahwa 
anggota Ahmadiyah dan Syiah akan menyebarkan ajaran mereka 
dan memperoleh pengikut baru yang lebih banyak, menyebab-
kan anggota kedua sekte ini terhalang untuk bisa kembali ke 
daerah asal54.

Dilema kemajemukan beragama muncul bukan karena ra
gam perbedaan penafsiran ajaran, melainkan ketika baku klaim 
antarkeyakinan berkembang menjadi klaim kebenaran yang 
dipaksakan oleh arus utama. Persekusi berlanjut tatkala pemak-
saan ideologi agama menjadi klaim ruang geografis atas wilayah 
tinggal55. Bu
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Ketidakberdayaan minoritas agama dalam ruang kontestasi 
teologis membuat mereka kehilangan hak-hak dasarnya. Tidak 
hanya kehilangan hak tempat tinggal dan terpaksa menetap di 
pengungsian, mereka pun tidak memiliki jaminan keamanan 
jika ingin melakukan mobilitas keluar. Stigma kesesatan yang 
menjadi sumber pemicu kerusuhan yang tetap melekat adalah 
salah satu faktor yang menahan mereka untuk kembali ke kam-
pung halaman. Jika diizinkan kembali pun, dipastikan tidak ada 
yang melindungi dari penyerangan massal. 

 Kelompok arus utama keagamaan bukan hanya meme-
gang monopoli kebenaran, melainkan juga memonopoli ruang 
publik. Mereka melarang aliran agama yang difatwakan sesat 
untuk mengekspresikan identitas di ruang publik. Di tingkat 
kebijakan, intoleransi di ruang publik tecermin dari UU PNPS 
No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama56, SKB 3 Menteri No. 3, tahun 2008. Dalam 
tataran perilaku kolektif, sikap intoleran terlihat dari penutupan, 
penyegelan, dan perusakan rumah ibadah Ahmadiyah.

Dinamika kemajemukan di Indonesia ditandai oleh pengua-
saan ruang publik secara eksklusif atas nama keyakinan oleh 
kelompok arus utama keagamaan. Di sini ruang publik adalah 
atmosfir fisik dan sosioreligius yang mengartikulasikan kebe-
naran agama di pihak mainstream saja. Bagi minoritas penganut 
agama yang disesatkan, kebutuhan akan ruang fisik seperti 
lingkungan tempat tinggal, dan ruang keagamaan seperti mem-
pertahankan tempat ibadah dengan segala aktivitas di dalamnya, 
sangat dibatasi.

Habermas57 adalah pencetus pertama konsep ruang publik. 
Menurutnya, ruang publik adalah sebuah domain dalam ke-
hidupan sosial, yaitu tempat opini publik dapat dibentuk dan 
berkembang di antara warga negara yang berurusan dengan 
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hal-hal yang menyangkut kepentingan umum (public interest)—
yang mereka miliki dan hadapi bersama tanpa perlu mendapat
kan tekanan dari negara (pemerintah) dalam mengekspresikan 
dan memublikasikan pandangan-pandangan mereka. Ruang 
publik yang sehat dalam gagasan Habermas adalah cerminan 
masyarakat emansipatif yang bebas dari dominasi, di mana 
setiap orang memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi 
dalam pengambilan keputusan. Kunci utama dalam ruang publik 
adalah interaksi tatap muka dan dialog antarindividu untuk 
membentuk opini publik dan mewujudkan kepentingan bersama. 
Ruang publik yang kuat, menurutnya, dibutuhkan untuk menja-
min tercapainya demokrasi, yang di dalamnya berkembang asas 
keadilan, keberagaman, kebebasan berekspresi menyampaikan 
opini, kesetaraan, dan solidaritas.

Dalam masyarakat majemuk, ruang publik idealnya menjadi 
ruang inklusif, yang bukan sekadar mempertemukan siapa saja 
dengan berbagai latar budaya dan agama, melainkan dia juga 
menjadi ruang ekspresi keragaman identitas, yang menghidup-
kan kultur toleransi dan harmoni mutual di dalamnya58,59. Di sini 
setiap individu bebas menyalurkan kreativitasnya sepanjang 
tidak mengganggu atau mengambil hak yang lain. 

Ruang publik dalam pemikiran Habermas tidak hanya 
berlaku dalam konstelasi politik, tetapi dapat dimaknai dan 
diterapkan pula dalam domain yang lebih luas, mencakup ruang 
budaya. Ruang budaya menjadi lokus untuk mengekspresikan 
kemajemukan varian nilai-nilai agama dan kultur. Singkat kata, 
kita memerlukan ruang kebinekaan yang mampu mewadahi, 
memberikan equal access and opportunity bagi setiap aspirasi 
dan kepentingan dari masing-masing kelompok identitas.

Eksklusivisme di ruang publik khususnya dalam periba-
datan dan pola perkawinan yang dipertahankan Ahmadi, makin 
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memperlebar jarak sosial mereka dengan arus utama. Religious 
distancing ini tecermin dari tidak berbaurnya Ahmadi dalam 
salat berjamaah dengan non-Ahmadi di masjid Jami’ di sekitar 
wilayah tempat tinggal, baik sebelum maupun setelah meng
ungsi. Tidak berimam pada non-Ahmadi dalam peribadatan 
merupakan instruksi dari pendiri Jamaah Ahmadiyah, Mirza 
Ghulam Ahmad, yang diteruskan pada khalifah. Sikap ini sesuai 
dengan butir ke-6 dari 10 butir baiat Jamaah Ahmadiyah, yaitu 
“akan mengikat tali persaudaraan dengan Imam Mahdi dan Al 
Masih Mau’ud semata-mata karena Allah, taat dalam hal makruf 
(segala hal yang baik) dan akan berdiri di atas perjanjian ini 
hingga mati dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini mele
bihi ikatan duniawi”.

Kontrol ruang publik oleh kelompok arus utama keagamaan 
yang dominan bukan hanya satu-satunya faktor yang membuat 
minoritas agama tersisih dan termarjinalkan. Salah satu ala-
sannya adalah tidak ada jaminan keamanan, seperti tidak bakal 
di-bully atau diserang apabila salat di masjid umum. Sebagian 
pengungsi masih menyimpan trauma tentang amuk massa dan 
serangan mendadak. Ini adalah kelompok rentan kekerasan yang 
menyandang stigma sesat. 

Kecenderungan mempertahankan perkawinan dengan sesa-
ma penganut dan menolak perkawinan dengan orang luar adalah 
cara untuk memelihara kemurnian ajarannya. Ritual peribadatan 
dan perkawinan yang eksklusif sangat tidak kondusif bagi tum-
buh kembangnya ruang pembauran antaragama (inter-religious 
space). Mengatasi perbedaan nilai dengan menutup diri terhadap 
batas-batas perbedaan (closing the religious boundary) dengan 
cara membentuk kantong agama yang terpisah dari komunitas 
liyan, menjadikan Ahmadiyah target mudah penyerangan ma
ssal. Dalam hal-hal tertentu Ahmadi pun menampilkan sikap 
intoleran terhadap arus utama. Bu
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Resistensi sosial dan ideologis terhadap ajaran sekte minori-
tas, semacam Ahmadiyah, terwujud dalam bentuk penolakan 
hak-hak sipil yang menjadi dasar kewarganegaraan, seperti 
sebagaimana dijelaskan di atas, hak memilih tempat tinggal dan 
memiliki rumah ibadah. Penolakan ini diperkuat dengan sikap-
sikap keberagaman kalangan minoritas yang relatif kurang 
membaur dengan kelompok arus utama. Dinamika kehidupan 
masyarakat plural dari segi relasi intra agama ditandai oleh 
adanya penolakan mutual.
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IV. KOEKSISTENSI DAMAI DALAM KEBINEKAAN

Di satu sisi, kemajemukan berpotensi memicu konflik, di sisi 
lain, keragaman juga menumbuhkan toleransi mutual dan koek-
sistensi damai antaretnik-agama. Kasus minoritas Hindu Bali 
dan mayoritas Sasak Muslim di Lingsar, Lombok Barat, misal-
nya sama-sama memberikan penghormatan pada situs keramat, 
Kemaliq, sesuai dengan keyakinan masing-masing (one sacred 
site with different venerated figures)60. Keduanya secara bergi
liran maupun bersama-sama dalam spot yang berjarak, meman-
faatkan situs keramat menurut versi penanggalan tradisional, 
detail ritual, dan pemimpin upacara masing-masing. Perbedaan 
memaknai situs keramat menurut keyakinan masing-masing 
membenarkan Vickers61 yang menyatakan: “Dalam tradisi lisan 
biasanya ada variasi legenda tentang asal usul komunitas. Ada
nya variasi perbedaan dan ketidaksesuaian antarnarasi lokal ber-
makna bahwa cerita yang berbeda dapat digunakan dalam kon-
teks yang berbeda pula.” Bagi Muslim Sasak sumber mata air 
di Kemaliq Lingsar adalah petilasan Wali Raden Mas Sumilir, 
seorang penebar Islam. Adapun bagi Hindu Bali mata air Ke-
maliq adalah representasi simbolik dari Bethara Wisnu, dewa 
kesuburan dan kemakmuran.

Setiap tahunnya Hindu Bali dan Muslim Sasak melakukan 
ritual Perang Topat di Kemaliq Lingsar dengan menggunakan 
ketupat sebagai senjata. Saling lempar ketupat di antara kedua
nya merupakan inti acara, yang secara simbolik dimaknai se-
bagai pesan perdamaian atas permusuhan masa lalu antara kera-
jaan Karangasem-Bali yang menguasai sebagian besar wilayah 
Lombok Barat dan penduduk asli (Sasak) yang menggalang 
pemberontakan lokal62,63.

Bu
ku

 in
i t

id
ak

 d
ip

er
ju

al
be

lik
an

.



14

Di samping mata air, situs makam keramat menjadi objek 
ziarah bagi kedua etnik-agama ini seperti makam Medane 
di Tanjung-Lombok Utara dan makam Pancor Wali Denek di 
desa Batu Kumbung Lombok Barat. Meski sebagian kelompok 
Muslim Ortodoks menentang keras tradisi ziarah wali yang 
melibatkan kelompok lain agama, makam ini tetap dibanjiri oleh 
peziarah, baik dari dalam maupun luar Lombok. Shared sacred 
landscape atau berbagi wilayah keramat memperkuat argumen 
Keith Basso64 dalam Wisdom Sits in Places yang mengungkap-
kan bahwa “tempat memiliki makna yang dalam dan sering kali 
merupakan metafora untuk memahami dunia sosial kita dan 
praktik-praktik sosial yang kita kerjakan”. 

Pertukaran sosial dalam perilaku kolektif untuk saling 
berbagi ruang dan waktu serta dalam cara dan perilaku ritual 
keagamaan yang berbeda antara Hindu Bali dan Muslim Sasak 
mempertegas asumsi Cheleen Mahar65 yang mengemukakan 
bahwa “keberadaan manusia tertanam dalam ruang dan waktu, 
dan kehidupan sosial kita terletak dalam pertukaran dari bentuk 
simbolik di mana kita tinggal”. Bentuk pertukaran simbolik 
(symbolic exchange) adalah saling menunjukkan sikap damai 
dan toleran, dalam arti tidak saling berebut maupun saling 
mengklaim paling berhak atas tempat sakral. Masing-masing 
kelompok keagamaan tetap menjaga identitas keyakinan 
masing-masing tanpa perlu merasa lebih benar, atau paling benar 
dalam hubungan dengan kelompok lain dalam memperlakukan 
dan menghormati situs-situs keramat.

Jumlah masyarakat Hindu Bali di Lombok hanya sekitar 
kurang dari 3% dibandingkan Sasak yang 90% dari sekitar tiga 
juta penduduk Lombok. Sebagai minoritas pendatang, Hindu 
Bali sangat menikmati kebebasan beribadah, bahkan di lokasi 
yang dikeramatkan oleh Muslim Sasak, yaitu petilasan wali. 
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Keleluasaan mengekspresikan keyakinan di ruang publik terjadi 
pula di saat mereka memperingati Nyepi, ratusan Ogoh-Ogoh 
(boneka raksasa lambang buta kala) diarak dan diiringi gamelan 
melewati jalan-jalan protokol di kota Mataram66. Begitu pula 
ketika perayaan tahun baru Cina, Cina Konghucu, Buddha, dan 
Kristen menyatu dengan mayoritas penonton, yakni Sasak Mus-
lim. Semua menikmati atraksi tarian barongsai di jantung kota 
Mataram. Kesemuanya ini adalah aktualisasi dari penguatan 
ritual agama dan budaya bagi etnik-agama minoritas di ruang 
publik. 

Di tahun 2017 ketika atraksi Ogoh Ogoh di Lombok jatuh 
pada hari Jumat, rombongan pengusung Ogoh-Ogoh beserta 
pembawa gamelan memulai prosesi setelah Muslim turun dari 
masjid. Pawai Ogoh-Ogoh juga berhenti sekejap di jalan, sem-
bari mematikan gamelan setiap kali azan didengungkan, dan 
bergerak lagi seusai azan. Ini adalah salah satu bentuk toleransi 
yang ditunjukkan minoritas Hindu pada mayoritas Muslim di 
Lombok67. 

Identitas lahir karena adanya perbedaan. Kesadaran akan 
adanya perbedaan muncul tatkala individu atau kelompok 
berhadapan dengan anggota atau kelompok liyan dalam proses 
interaksi dan pertukaran sosial. Dalam masyarakat majemuk, 
sebagian kelompok berupaya memelihara identitas masing-
masing (as a distinct group with a separate identity). Ini 
dilakukan bukan hanya dengan memberlakukan batasan-batasan 
sosio-keagamaan bagi anggota-anggotanya saja, melainkan juga 
meluaskan skala berlakunya pembatasan tersebut (extended 
religious restrictions)68 pada kelompok liyan. Masyarakat adat 
menjadi sasaran target dari gerakan pemurnian agama oleh 
Muslim ortodoks. Minoritas Muslim yang hidup di tengah 
mayoritas Hindu di Bali, mengalami restriksi sosio-keagamaan 
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ketika umat Hindu memperingati Nyepi dengan memberlakukan 
catur brata: amati geni (tanpa penerangan), amati karya 
(tidak bekerja), amati lelungan (tidak bepergian), dan amati 
lelangunan (tidak bersuara keras). Akibatnya, minoritas Muslim 
di Bali tidak diizinkan menggunakan pengeras suara di masjid 
untuk mendengungkan azan dan harus berjalan kaki menuju 
masjid. Mereka tidak boleh takbiran keliling kota di kala Nyepi 
bertepatan dengan malam lebaran. Sebaliknya, minoritas Hindu 
Bali yang hidup di lingkungan mayoritas Muslim di Lombok 
pun mengalami berbagai restriksi sosial dalam pembangunan 
tempat ibadah, pemakaman, menjalankan prosesi pengabenan, 
dan berjualan makanan di ruang publik (open public space) di 
siang hari tatkala Ramadan69. Dihadapkan dengan stimulan dari 
luar, masing-masing kelompok menunjukkan persistensi dan 
toleransi dalam setting kontekstual yang berbeda.

Intoleransi lebih tampak dalam hubungan intra-agama, 
khususnya antara Ahmadiyah dan Sunni, atau antara Islam 
Syiah dan Sunni. Masyarakat Muslim Sasak relatif lebih toleran 
terhadap penganut agama yang berbeda sama sekali. Ekspresi 
dari mosaik sosio-budaya di ruang publik memberi gambaran 
tentang hidupnya toleransi dan harmoni mutual di antara umat 
yang berbeda agama. Minoritas memiliki akses dan kesempatan 
yang setara untuk penguatan identitas etnik-keagamaan di 
ruang publik. Pengakuan kolektif (collective recognition), 
baik mayoritas Muslim Sasak maupun pemerintah di Lombok, 
bahwa minoritas etnik-agama memiliki identitas tersendiri yang 
patut dijaga. Adanya pengakuan ini memfasilitasi kebebasan 
berekspresi di ruang publik. 

Tidak dimungkiri bahwa di luar Lingsar, hubungan Bali 
dan Sasak diwarnai pula dengan konflik dan ketegangan70,71,72,73. 
Hal ini menunjukkan bahwa relasi mayoritas-minoritas dalam 
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masyarakat plural tidak monolitik atau satu arah. Dinamika 
hubungan sosial di antara keduanya berjalan di sepanjang garis 
kontinum, antara integrasi dan konflik. Salah satu menggantikan 
yang lain dalam setting waktu dan isu yang berbeda.
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V. RELASI MAYORITAS-MINORITAS AGAMA: 
TINJAUAN KONSEPTUAL

5.1 	 Toleransi dalam Hubungan Antar-Agama dan 
Intoleransi dalam Hubungan Intra-Agama

Heterogenitas keyakinan memengaruhi hubungan intra dan 
antar-agama yang relatif kompleks. Kelompok arus utama 
Muslim mengembangkan resistansi dan intoleransi terhadap 
sekte-sekte Islam yang dianggap menyimpang dan keluar dari 
Islam oleh fatwa MUI. Pluralitas aliran keagamaan mengun-
dang konflik berkepanjangan di tataran ideologis, bahkan juga 
fisik. Sebaliknya, yang sama sekali berbeda agama (Hindu Bali, 
Cina-Buddha, Konghucu, dan Kristen) justru relatif bisa hidup 
berdampingan. Negosiasi untuk mengelola bersama situs-situs 
keramat, tanpa kehilangan identitas masing-masing adalah wu-
jud toleransi dan koeksistensi damai di antara mereka. Dengan 
demikian, wajah minoritas dalam hubungannya dengan mayori
tas tidak senantiasa kelam karena tidak menjadi subjek diskri
minasi, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sebagaimana dialami 
minoritas agama, seperti Ahmadiyah dan Syiah. 

Tidak bisa dimungkiri bahwa di tempat lain hubungan an-
taragama juga banyak diwarnai kontestasi dan permusuhan yang 
berkepanjangan. Ini justru menunjukkan bahwa gambaran relasi 
mayoritas-minoritas tidak hanya satu wajah (single face), tetapi 
juga multi-faces. Hubungan mayoritas-minoritas dalam ma
syarakat plural sangatlah dinamis dan terjalin di sepanjang garis 
kontinum antara harmoni dan disharmoni, toleran dan intoleran. 
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5.2 	 Klaim Kebenaran yang Berkembang Menjadi Klaim 
Teritorial 

Klaim kebenaran di ruang publik dalam hubungan intra-
keagamaan membelah masyarakat plural ke dalam kategori 
kelompok mayoritas dan minoritas. Kelompok mainstream ke
agamaan sekaligus juga merupakan kelompok mayoritas yang 
dominan vis-a-vis minoritas yang berposisi tidak menguntung-
kan. Dalam titik ekstrem hubungan yang tidak seimbang tecer-
min dari terabaikannya hak-hak sipil anggota sekte minoritas 
untuk bebas memilih dan memiliki wilayah tinggal di mana pun 
di tanah air. Monopoli kebenaran oleh kelompok arus utama 
menciptakan masalah pengungsi agama di kalangan minoritas 
agama. Kelompok arus utama menghendaki wilayah tinggal 
yang bebas, bersih dari kesesatan, dan menentukan prasyarat 
utama bagi pengungsi agar bertobat, kembali ke keyakinan yang 
benar, sebelum kembali ke tanah asal. Homogenisasi penafsiran 
ajaran menurut standar kelompok arus utama keagamaan adalah 
pemaksaan yang berpotensi melenyapkan kebinekaan berkeya-
kinan. 

5.3	 Ruang Publik Inklusif Wahana Multikulturalisme
Pemikiran Habermas tentang ruang publik dapat diaplikasikan 
dalam lingkup agama dan budaya. Ruang publik menjadi sarana 
yang memfasilitasi kebebasan berekspresi bagi setiap kelom-
pok keagamaan, tak terkecuali minoritas. Kelompok minoritas 
agama memperoleh kesempatan dan akses yang sama untuk me-
manfaatkan ruang publik sebagai wahana penguatan identitas 
kultural-keagamaan masing-masing. Temuan ini melegitimasi 
asumsi Barth74 yang menjelaskan bahwa 
1)	 Batas-batas budaya dapat bertahan meskipun kelom-

pok-kelompok etnik tersebut saling berbaur dan saling ter-
hubung. Perbedaan antaretnik ditentukan oleh terjadinya Bu
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pembauran, kontak, dan pertukaran informasi serta oleh 
adanya proses-proses sosial berupa pemisahan dan penya
tuan. Perbedaan etnik tetap dipertahankan walaupun terjadi 
pertukaran peran dan keanggotaan di antara unit-unit terse-
but. 

2)	 Pembauran mengembangkan interaksi sosial yang mantap, 
bertahan lama, dan penting antara dua kelompok etnik yang 
berbeda. Ciri-ciri masing-masing kelompok etnik bukan di-
tentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial, 
tetapi berdasarkan pada terbentuknya sistem sosial tertentu 
dalam interaksi itu. 

5.4 	 Otonomi Kebudayaan
Bali dan Sasak meskipun berbeda secara etnik-keagamaan, 
mampu menciptakan mekansime sosiokultural tersendiri yang 
menjembatani toleransi mutual antara keduanya, tanpa perlu 
campur tangan pemerintah. Ritual yang diulang setiap tahun 
melibatkan kebersamaan di antara keduanya dan dihayati de
ngan versi keyakinan masing-masing. Hal ini adalah konstruksi 
sosial (social construction)75 dan tradisi yang diciptakan (invent-
ed tradition)76, dan bebas dari intervensi dan keterlibatan peme
rintah.
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VI. KESIMPULAN

Isu utama dalam negara bangsa yang pluralistik, seperti In-
donesia, adalah ketegangan antara dua variabel: keragaman 
(diversity) dan kesatuan (unity). Kesatuan relatif tidak mudah 
diwujudkan dalam konteks kebinekaan. Ini karena penekanan
nya pada kesatuan dan homogenisasi yang berfungsi mengata-
si, bukan melenyapkan keberagaman. Pada awalnya, penyatuan 
melalui upaya homogenisasi—menjembatani perbedaan dalam 
kemajemukan—berada di bawah pengawasan sentralistis rezim 
otoritarian Orde Baru. Homogenisasi yang dilakukan secara 
otoriter dan adanya pemaksaan hanya akan melahirkan toleran-
si yang dipaksakan dari luar, bukan bersumber dari kesadaran 
yang genuine dari lubuk hati individu yang bersangkutan. 

Seiring reformasi yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru, 
demokratisasi pun bergulir, di antaranya berwujud tuntutan 
otonomi daerah yang menandai kebebasan untuk menghidupkan 
keberagaman. Justru setelah ruang kebebasan terbuka semenjak 
reformasi, tafsiran dan pemaknaan baru bagi bhinneka tunggal 
ika sangat diperlukan. 

Konflik yang mengatasnamakan agama sebagai bagian 
dinamika keberagaman, menjadi kendala dan rintangan utama 
dalam memelihara kebinekaan dan rasa persaudaraan sebangsa. 
Apalagi konflik ini telah berkembang menjadi persekusi dan 
perlakuan diskriminatif terhadap 'penganut agama minoritas' da-
lam memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara Indonesia. 
Mereka dihakimi dan dihukum karena keyakinannya. Hukuman 
tersebut menafikan hajat hidup untuk memilih tempat tinggal 
dan memenuhi hak-hak dasar lainnya sebagai manusia. 
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Ruang publik idealnya dikembangkan menjadi ruang untuk 
berbagi sehingga setiap orang dan kelompok memiliki akses dan 
kesempatan yang setara untuk mengelola sumber-sumber daya 
yang tersedia di dalamnya. Ruang publik adalah ruang yang ide-
alnya dihidupkan dan difungsikan di atas landasan prinsip kebe-
basan yang setara bagi siapa saja yang memanfaatkannya tanpa 
ancaman dan tekanan. Ruang publik menampung aneka ragam 
simbol-simbol atribut sosio-budaya dan keagamaan dari setiap 
kelompok untuk saling menguatkan identitas masing-masing. 

Ide negara bangsa dengan prinsip kesetaraan yang 
berkeadilan, memberi kelonggaran bagi setiap warga bangsa 
untuk mengekspresikan kebinekaan di dalam ruang publik. 
Pemerintah dengan penduduk yang memiliki agama dan budaya 
yang beragam diharapkan bersikap netral, tidak hanya berpihak 
atau membela salah satu kelompok saja. Ini karena negara dan 
Pemerintahan Republik Indonesia merupakan representasi dari 
semua kelompok dan golongan. Oleh karena itu, Pemerintah 
wajib berdiri di atas semua golongan agama, etnik, dan ras. 
Dalam kerangka ini sangat relevan mengutip pidato Presiden RI 
I, Ir. Soekarno pada tahun 1955: “Negara ini, negara Republik 
Indonesia, bukan milik kelompok, agama, suku, atau kelompok 
yang memiliki adat istiadat tertentu, melainkan milik kita semua 
dari Sabang sampai Merauke.”77 Intinya Presiden Soekarno 
mengklaim semua yang tinggal di dalam wilayah Indonesia 
memiliki hak yang sama dan tidak ada satu kelompok pun yang 
memperoleh perlakuan lebih istimewa dibandingkan lainnya.
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VII. PENUTUP

Kita menyadari betul bahwa tidak mudah bagi pemerintah 
untuk mengatur rumpun bangsa yang terbelah ke dalam kategori 
etnik dan agama yang sangat majemuk. Kita harapkan peme
rintah menciptakan dan menerapkan kebijakan publik yang adil, 
setara, dan seimbang. Kebijakan yang sama-sama mengayomi 
kelompok mayoritas dan minoritas sifatnya vital. Ini bermakna 
bahwa kebebasan beragama bukan hanya hak milik mayoritas. 
Minoritas agama perlu mendapatkan ruang dan akses yang sama 
untuk mengekspresikan keyakinan mereka dengan aman di 
ruang publik, tanpa adanya tekanan dan intimidasi. 

Ruang publik dalam masyarakat majemuk idealnya merepre-
sentasikan kehidupan bersama dalam koeksistensi damai, yang 
di dalamnya setiap warga negara yang berbeda keyakinan tidak 
merasa terancam dan terpinggirkan hak-hak sipil, ekonomi, dan 
politiknya lantaran kehadiran suatu sistem kepercayaan yang 
dominan dengan jumlah penganutnya jauh lebih besar. Oleh 
karena itu, di dalam merumuskan kebijakan publik, pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan asas keadilan 
atas dasar kesetaraan dengan tidak mengabaikan aspirasi dan 
kepentingan minoritas agama. 

Di tataran masyarakat sipil perlu disosialisasikan kesadaran 
hukum yang menjunjung dan menghargai perbedaan dalam 
prinsip kesetaraan, agar tidak menjadi tirani mayoritas, seperti 
main hakim sendiri, mengadili, dan menghukum kelompok 
minoritas agama atas dasar monopoli kebenaran. Sosialisasi 
tentang kebebasan agama yang bertanggung jawab, yang tidak 
memaksakan keyakinan secara sepihak, perlu ditekankan pula. 
Di samping pemerintah, semua usaha untuk mengatasi masalah Bu
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minoritas agama perlu dukungan dari lembaga-lembaga lain, 
seperti ormas-ormas Islam, NGO, dan stake holder lainnya yang 
memperjuangkan HAM dalam iklim keadilan dan kesetaraan. 
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